
GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NO MOR TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANMN DAN PENATAUSAHMN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang: a. bahwa pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian 

dan dan penataan kembali; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kondisi saat ini, perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dan penataan 

kembali 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan hururf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
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Mengingat 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3298); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia 

Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Menetapkan 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

15. Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Serita Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUSAHAN ATAS 
PERATURAN GUSERNUR GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HISAH DAN SANTUAN 
SOSIAL YANG SERSUMSER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
SELANJA DAERAH PROVINS! GORONTALO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Serita 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai 

berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 52, angka 57 dan angka 58 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 



1 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang memimpin 

yang menjadi 

Pemerintahan Daerah 

kewenangan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati 

bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Gorontalo. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan 

kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan Daerah. 

10 .  Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 



1 1 .  Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah 

dana yang bersumber dari dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

12 .  Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang berkenaan. 

13.  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15.  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk 

setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan rancangan APBD. 

17 .  Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan 

kerja perangkat daerah a tau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

18 .  Kegiatan adalah Kegiatan adalah bagian dari Program yang 

d.ilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja 

perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan 

Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 

personil atau sumber daya manusia, barang modal terrnasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
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atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 

untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

19. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan 

dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang undangan. 

20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukungpencapaian 

sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 

2 1 .  Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

22. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program 

atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

23. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk 

menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar 

seluruh Pengeluaran Daerah. 

25. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala 

daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 

membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai 

dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas 

pelaksanaan APBD. 

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 



permintaan pembayaran. 

30. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 

Pembayaran Langsung kepada bendahara 

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian 

kerja, surat tu gas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya 

melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 

3 1 .  Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD. 

32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP20 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana atas Beban APBD. 

34. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 

adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. 

35. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. 

36. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan 

potensi yang dimiliki daerah. 

37. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

38. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 

39. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

40. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) 

atau beberapa Program. 

4 1 .  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

42. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD. 

43. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
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yang selanjutnya 

Unit SKPD yang 

45. 

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 

penyusunan APBD. 

44. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APSD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

disingkat PPTK adalah pejabat pada 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu 

Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

46. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

47. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah 

daerah lainnya, Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha 

Milik Daerah, Sadan, Lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan, yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah. 

48. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

49. Resiko sosial adalah kejadian a tau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

50. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutn ya disingkat NPHD 

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara 

pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

5 1 .  Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk 

oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, 
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fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam 

rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional 

yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

52. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat 

BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

54. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN 

adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langusng yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

55. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 

adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

56. Koperasi adalah koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 

57. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

58. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 



Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

59. Hari adalah hari kerja. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

( 1 )  Kepala Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, BUMDesa dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak rnengikat, 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan Iain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah 

daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pernbangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

(5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk 

beianja hibah yang bukan merupakan urusan dan 

kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umurn 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ; 
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b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus 

setiap tahun anggaran, kecuali: 

1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 

tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APSN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 

2) Sadan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 

a tau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3) Partai politik; dan/atau 

4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

3. Ketentuan huruf c ayat ( 1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 5 

( 1) hi bah diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. SUMN, SUMO, SUMDesa; 

d. Sadan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia; 

e. Partai Politik. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai 

kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat 

4. Ketentuan ayat (5) dan huruf e ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

( 1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1 )  huruf a diberikan kepada: 
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a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah 

provinsi /kabupaten dan kota. 

b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan 

dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk 

penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf b diberikan kepada 

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat ( 1 )  huruf c diberikan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat ( 1 )  huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan 

hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah 

pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(5) Hibah kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf c diberikan dalam rangka mendorong 

perkembangan BUMDesa dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1 )  huruf d diberikan kepada: 

a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan 

sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan; 

b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan 

sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar 

yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau 

bupati/wali kota; atau 

c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela 

bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui 

oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
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instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat 
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. 

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

e. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dibentuk 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan_ atau 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan. 

(8) Hibah kepada partai politik diberikan kepada partai politik 
yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 
( 1 )  Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 

(2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan 
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat 
daerah yang melaksanakan urusan peme�tahan urnum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha ,, 
Milik Desa, badan dan Iembaga, serta organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1 )  dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada 
kepala daerah. 



(4) Kepala SKPD melakukan telaah/kajian atas usulan yang 

disampaikan pemohon mengenai kesesuaian hibah yang 

diberikan dengan tu gas pokok dan fungsi, 

program/kegiatan/sub kegiatan pada SKPD. 

(5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menyampaikan hasil telaahan/kajian berupa rekomendasi 

Kepada Kepala Daerah. 

(6) Rekomendasi sebagaimana ayat (5) paling sedikit memuat; 

a. Sadan / lembaga / ormas yang telah terdaftar / disahkan 

/ ditetapkan oleh: 

1 .  badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; 

2. Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi 

manusia; 

3. Pimpinan instansi vertikal;dan/atau 

4. Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. 

b. Proposal usulan. 

c. Alamat sekretariat. 

d. Struktur organisasi. 

e. Dasar hukum pembentukan Badan/lembaga/ormas 

6. Ketentuan Pasal 1 1  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 1  

Hibah dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi dan jenis 

belanja hibah yang diuraikan dalam obyek belanja : 

a. Hibah kepada pemerintah pusat 

b. Hibah kepada pemerintah lainnya 

c. Hibah kepada BUMN 

d. Hibah kepada BUMD 

e. Hibah kepada BUMDesa 

f. Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 

g. Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah 

h. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik 

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15A 

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf e 

dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek 

belanja: 

a. Hibah uang kepada BUMDesa. 

b. Hibah barang kepada BUMDesa. 
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8. Ketentuan ayat (1 )  dan ayat (6) Pasal 16 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

( 1 )  Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf f 

dirinci dalam rincian obyek belanja: 

a. Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, 

sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan 

sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. 

c. Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat 

social kemasyarakatan. 

d. Hibah kepada koperasi 

e. Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a dirinci dalam sub rincian obyek belanja: 

a. Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat 

nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat 

nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat 

nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b dirinci dalam sub rincian obyek belanja: 

a. Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela 

dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. 

b. Hibah barang badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan 

sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. 

c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela 

dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. 

(4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c dirinci dalam sub rincian obyek belanja: 

a. Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela 

bersifat social kemasyarakatan. 

b. Hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, 

sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. 

c. Hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela 

bersifat sosial kemasyarakatan. 



(5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf d dirinci dalam sub rincian obyek belanja: 

a. Hibah uang kepada koperasi 

b. Hibah barang kepada koperasi 

c. Hibah jasa kepada koperasi 

(6) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf e dirinci dalam sub rincian obyek belanja Hibah uang 

kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 17 

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf g 

dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek 

belanja: 

a. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima 

oleh satuan pendidikan dasar negeri 

b. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima 

oleh satuan pendidikan dasar swasta 

c. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima 

oleh satuan pendidikan menengah swasta 

d. Hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima 

oleh satuan pendidikan khusus 

10.  Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf h 

dirinci dalam rincian obyek belanja dan sub rincian obyek 

belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. 

1 1 .  Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

( 1 )  Hibah dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah 

tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan. 

(2) Daftar penerima hibah menjadi lampiran III peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau perubahan 

APBD. 

(3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa 

berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD. 

(4) Dalam pelaksanaan hibah berupa uang, barang atau jasa 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menjadi 

lampiran I dalam Keputusan Kepala Daerah. 



12.  Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38 

( 1 )  bantuan sosial dilaksanakan setelah penetapan Peraturan 

Daerah ten tang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan. 

(2) Daftar penerima bantuan sosial menjadi lampiran IV 

peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau 

perubahan APBD 

(3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang, barang 

berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD. 

(4) Dalam pelaksanaan bantuan sosial berupa uang, barang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menjadi 

lampiran II Keputusan Kepala Daerah; 

(5) Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Bantuan Sosial yang terdapat pada SKPD dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tan al 2023 
Pj. GUBE NUR GORONTALO, 

Diundangkan di Gorontalo 

padatanggal 2023 

SEKRETARlS DAERAH P VINSI GORONTALO, 

BERITA DAERAH PROVINS! GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 
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